TENTANG

RETRIBUSI 11N DI BIDANG KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAGELANG,

qmbang ©a.  bahwa dengan telah ditetapkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun
1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor
25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan
Propinsi secbagai Daerah Otonom. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
diberikan kewenangan untuk mengatur perizinan termasuk didalamnya
adalah pengaturan tentang izin di bidang kesehatan:

b. bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang
Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun
1997 tentang Pajak Dacrah dan Retribust Daerah. dan Peraturan
Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah maka
perlu adanya pengaturan mengenai retribusi izin di bidang kesehatan:

bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas. perlu menyusun
dan menctapkan Peraturdn Daerah Kota Magelang tentang Retribusi
[zin di Bidang Kesehatan.

Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-

“E"Eiﬂgal . 1. Undang-undang , S ooitienl Ticrs P 8
r dalam Lingkungan Propinsi Jawa T'imur, Jawa Tengah

dacrah Kota Kecil
dan Jawa Barat.
Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

AR——— Nomor 8
Undang-undang 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara

(I.embaran Negard Tahun
Nomor 3209):

3. Undang-undang
Negara Tahun 19
3495;

2

Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (I.embaran
92 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor

4. Undang-undang ... .

fy,

A
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4. Undang-undane N,
Rﬂlfihl;}ii l)'nurk-‘lhmfmm .13 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan
Nomor 34 rl_'dhl_tm ﬁ-‘;;?{iigﬂlnluml lelah diubah  dengan [ Indang-undang

Tafig U0 tentang Perubahan Atas ,-undang Nomor
I8 Tahun 1997 entang p g Perubahan Atas Undang-undang N

L d

ajak Daerah dan retribusi Daerah (I.embaran

Negara  Tahun 200
L AT } N ‘) T, ; . ; . \\'_.. ill-,l

Nomord048): omor 246, Tambahan [.embaran NCgdle

5 l I 10¢ - v '

N 11 L]l]:;:i: _u”d:"g Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah
iy J?m cgara Tahun 1999 Nomor 60. Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3839):

0.

| . .
Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan
P AL b Y g ; : T :
antara l t:}I'I'IFLII"II'lldh Pusat dan Daerah (I.embaran Negara Tahun 1999
Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah

(Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan [embaran
Ne¢gara Nomor 4139):

8. Kcputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang
Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;

9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata
Cara Pemerniksaan di Bidang Retribusi Daerah:

10.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 147 Tahun 1998 tentang
Komponen Penctapan Tarif Retribust:

| 1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem
dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Dacrah dan
Penerimaan Pendapatan Lain-lain:

12.Keputusan  Menter! Kesehatan Nomor 1189 A/MENKES/SK/X/1999
+tcntung Wewenang Penetapan [zin Di Bidang Kesehatan :

Menteri  Keschatan Nomor 647/ MENKES/SK/V1/2000

| 3. Keputusan | .
. istrasi dan Praktik Perawat.

tentang Reg

Kesehatan Nomor 04/MENKES/SK/1/2002 tentang

14 Keputusan Menterl
an Swasla:

| aboratorium K esehat

Keschatan  Nomor 544/ MENKES/SK/V1/2002

5 ) N N"L’I“Uri _ - o i .
5. Keputusa [zin Kerja Refraksionis Optisien:

tentang Registrasi dan
Keschatan Nomor 900/MENKES/SK/VI1/2002

‘ .an Mentert |
]biKLpulLlhdﬂ praktik Bidan:

tentang Registras dan

17. Keputusan. .

)
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h‘ﬂl‘l‘dpkan .

7.Keputus: lenteri v
|/ Reputusan Menteri - Kesehatan  Nomor 907/MENKES/SK/VI1/2002

[entang Svarat-svar:
) = - i 1-‘_ . u 3 . . .
dl=svaral dan PLH}_."-.I\‘- asan Kualhitas Air Minum:

”"a[\l-‘l"'lﬂ'-l‘?mll, Menter Keschatan  Nomor 133 1/MENKES/SK/X/2002

k. . il 1 ' ?

I}L(I?llzrx};-Lmh‘lhf”‘ atas  Peraturan Menteri Keschatan R1 Nomor
YIIKRAB/B.VIN972 Ientang Pedagang I-ceran Obat:

19.Keputusan - Menteri - Kesehatan  Nomor 1332/ MENKES/SK/X/2002

siyf e : o o :
tentang  Perubahan  atas Peraturan  Menteri Keschatan  RI Nomor

A AL NI T IS A4 A | _
u".“' ME '\I,M S/PER/X/1993 entang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian
lzin Apouk:

20.Keputusan  Menteri Kesehatan Nomor  1424/MENKES/SK/XI/2002
tentang Pedoman Penyelenggaraan Optikal.

21 Keputusan Mentenn Kesehatan  Nomor l:'*--H}:'MF,NK}-'_S-'SK:"}{II:‘IEOGZ
tentang Penempatan Tenaga Medis melalui Masa Baku dan Cara Lamn:

22 Keputusan Mentent  Kesehatan  Nomor 1076/ MENKES/SK/VI1/2003
tentang Penyelenggaraan Pengobatan Tradisional:

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG

MEMUTUSKAN :

PERATURAN DAERAH  KOTA  MAGELANG  TENTANG
RETRIBUSI 1ZIN DI BIDANG KESEHATAN

BAB |

I{ETEI\JTI';\.\ UMUM
Pasal 1

- vane dimaksud dengan
Dalam Peraturan Naerah 11 yang dimaksud &
s o Magelang.
1 Daerah adalah Kota Magelang o
~h Pemerintah Kota Magelang;
~orah adalah Pemennta aclang
b Pemerintah Dacrah ac
¢, Walikota adalah W |
d- Dinas Kesehatan 1dalah Dinas Kesehatan Kota Magelang:
- Dinas Kesehq adale | |
' g sel: va disebut Pejabat adal: At
ditunjuk yang selanjutn’ ‘Pejabat adalah pegawai
" orentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan
Jangan vang berlaku:

alikota Magelang.

¢. Pejabat yang
vane diberi tugas tert
ﬁﬂ:llurun perundang-un -

f. [zin. .

-
3
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h.

Im.

H,

Q.

zin di bidang Keseha
Jacrah  Kepada
yembinaan.

an adalah 1zin vang diberikan oleh Pemerintah
Vang pribadi atau badan vang dimaksudkan untuk
e Pengaturan pengendalian dan pvﬂﬂiilil\.’«.ihﬂl‘l atas kegiatan
pemberian 1zin pelayanan kepada masvarakat di hiu!ung kesehatan:

lzin Prakiek adal
vang

_ ah buku tertulis vang dibuktikan kepada tenaga medis
InLl'l_lilhi”ki_l” I"}I’ﬂk[uk HUICIHII ]ncn]unuhi PCrsy Aratdan :-i:.'hu;f.:'.ﬂl

pengakuan kewenangan untuk memberikan pelavanan keschatan sesudl
dengan prolesinva:

[zin Prakick Sementara ialah 17in praktek vang diberikan kepada tenagd
medis  setelah memperoleh Surat Penugasan. sebelum diangkat sehagal
Pegawar Tidak Tetap (PTT).

lzin Kerja adalah bukti tertulis yang diberikan kepada tenaga paramedis
(perawat, bidan, refraksionis opusien. apoteker.  asisten apoteker.
tehniker gigi) utnuk melakukan praktek/pekerjaan di sarana pelayanan
kesehatan:

Praktek perorangan adalah penyelenggaraan praktek pelayanan kesehatan
vang dilaksanakan oleh perorangan:

Praktek Bersama adalah penyelenggaraan prakick pelayanan Keschatan
vang dilaksanakan olch minimal 3 (tiga) orang tenaga medis;

Radan adalah sckumpulan orang  dan/atau modal vang merupakan
kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan
usaha vang meliputi perseroan (erbatas, perseroan L;I.JHHH‘ILIHL'L perseroan
lainnva. badan usaha milik negara atau dacrah a_i-.:n;;un nmn?ll dan dnlaft_l
bentuk apapun. persckutuan. p:.:rkt.u"npul:.uh tll'nlE'L .kmigﬁl-‘ Lup«.‘rr;rmT
vavasan atau organisasi yang :-:g_;cnm. lembaga. dana pensiun, bentuk
s adan lainnya:

usaha tetap serta bentuk b
Rumah bersalin adalah bentuk  pelavanan  Keschatan - dasar - vang
. lengs ;;qu-m pelayanan bagt wanita hamil. persalinan fisiologik.
menycelicngadldhe S ; i o
tasa nifas. bayi baru |ahir dan Keluarga Berencana:
LA Vi Lhate . 2

. Peneobatan jalah  tempal memberikan  pelavanan  Keschatan
- ij?hl:ju}n pengobatan amum/dasar yang disclenggarakan oleh
terutama di dng &

m sesuai dengan Ketentuan vang berlaku:
1t : adan hukum sesudl denge Vang
vavasan atau badan

dan Anak vaitu fasthitas  kesehatan  untuk
keschatan dasar kepada wanita hamil. wanita
4m masa nifas, bayl. anak bahlita/pra sekolah dan

Balai Kesehatan Ibu
memberikan pelayanan
meny usukan, wanitd dal N
pu]u':. anan Kcluargad Berencand: -

] Adalah suatu  tempal lu.:n::nlu.‘h:mpul dilakukan pekerjaan
Apouk ‘_]d'“lmd] “{ penyalurdn sediaan farmast. perbekalan kesehatan
kefarmasian e .

asvarakat:
lainnya kepada mas} arak

q. Opukal.
4
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q. Optikal adat: .
| I:n ;lk o arana - keschatan yang mt:m-ch:nggurukun pt.l:.l}dﬂdn
“: HLL T ' ’ ' I'r F -
E«.m “: 1N refraksi dan pelavanan kacamata koreks: dan/atau lensa
L 1.9 :

r. Laboratorium Kesehatan Swasta adalah sarana keschatan swasta yang
melaksanakan bengukuran, penetapan dan pengugian terhadap bahan
yang berasal dan manusia atau bahan yang bukan berasal dari manusia
untuk penentuan jenis penyakit, pcn\,'c‘b;ﬂ: penyakit, kondist kesehatan
atau '

lactor yang dapat berpengaruh pada keschatan perorangan dan
masvarakat:

} Y r 7 : . m'* -
Pedagang Feeran Obat adalah orang atau badan hukum Indonesia yang

memihike 1zin untuk menyimpan obat-obat bebas dan obat —obat bebas

terbatas (daftar W) untuk dijual secara eceran di lempat tertentul
sehagaimana tercantum dalam surat 1zimn:

Depot Air Minum Isi Ulang adalah badan usaha vang mengelola air

minum untuk keperluan masyarakat dalam bentuk curah yang tidak
dikemas:

Salon Kecantikan adalah sarana pelavanan umum untuk pemeliharaan
Kecantikan Khususnva memelihara dan merawat keschatan kulit. rambut
dengan menggunakan kosmetka., bukan termasuk usaha rumah dan
mempekerjakan karyawan lain sebagai asisten / pembantu pelaksana:

Pemulasaraan jenasah adalah sarana pelayanan umum vang menvediakan
pelayanan penatalaksanaan jenasah sampar dengan pemakaman:

w. Ambulance dan Evakuast Pasien adalah sarana pelayanan umum vang

memberikan pelayanan pengangkutan bagi orang sakit atau Jenasah
termasuk mobil jenazah:

x. Pusat Kebugaran Jasmant adalah sarana pelavanan  umum HHG
menyediakan pelayanan yang berhubungan dengan kebugaran ;ﬂsmm"]i_ N

y. Dokter, Dokter gigi. Dokter spesialis adalah  lulusan pendidikan
kedokteran atau kedokteran gigi di dalam maupun luar negeri yang
diakui oleh Pemerintah; e

z. Apoteker adalah sarjana farmasi yang telah lulus dan telah mengucapkan
sumpah jabatan apoteker vang berdasarkan peraturan perundane-
undangan vang berlaku berhak  melakukan pckerjaan l-u:farm{ai:n
schagai Apoteker: ' -

aa. Bidan adalah scorang wanita yang telah meng

' X s - endidik
bidan dan lulus ujian sesuai dengan persy P Kan

aratan vang berlakuy:
bb Perawat adalah seseorang vang telah lulus pendidik

= - an perawat baik d;

dalam maupun luar negen sesuai dengan ketentuan Dt.‘l"‘luljran alk di
5 L t:r :

undangan vang berlaku: perundang-

CC. Asisten.
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mm. Wayb Retribusi adalah orang pribadi atau badan Yang menurut

CC.Asisten Apoteker adalah merek

a vang berdasarkan peraturan perundang-
undangan Ja-

U Yang berlaku - berhak  melakukan  pekerjaan  kefarmasian
sebagar Asisten Apoteker-

dd. Ahl Kecantikan adalah sescorane vang telah lulus pendidikan kecantikan

dan memibiki yasah nasional Departemen Pendidikan Nasional tingkat
mahir:

3y Yy At Tadal. - e : : - ’

ce. Pegawar Tidak Tetap (PTT) adalah pegawai vang diangkat oleh Pejabat
yang berw cnang untuk janeka waktu tertentu guna melaksanakan tugas
) 1 = ’ . i . - e i N y - p
Pemernmtahan dan pembancunan vaneg bersifat teknis prllh:‘itwltmﬂl dan

administrasi pada sarana pelavanan kesehatan dan tudak berkedudukan
sebagai pegawair negeri:

tf. Pengobat  Tradisional adalah orang vang melakukan pengobatan
tradisional (alternauf) -

gg.Relraksionis opuisien adalah sescorang vang telah lulus pendidikan
retraksionis optisien mimmal program  pendidikan  diploma, baik di
dalam maupun di luar negen sesuar dengan Ketentuan peraturan
perundang-undangan vang berlaku:

hh Fisiotherapist adalah seseorang vang telah lulus pendidikan fisiotherapist
minimal program pendidikan diploma. baik di dalam maupun di luar
negeri sesual dengan Ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku;

ii. Tehniker Gigi adalah seseorang yang telah lulus pendidikan tehniker e1gl
minimal program pendidikan diploma. baik di dalam maupun di luar
ncgeri sesuai dengan Ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku:

ii. Tukang gigi adalah sescorang yang mempunyar keahlian otodidak
membuat - gigi palsu tanpa pendidikan Khusus, hanya berdasarkan
pengalaman atau keahlian turun-temurun.

kk Retribusi 1zin di Bidang Kesehatan yang selanjutnya disebut Retribus;
adalah pungutan Daerah scbagar pembayaran atas pemberian izin di
bidang keschatan:

Il Retribusi Dacrah adalah pungutan dacrah sebagai pembayaran atas 1asa
atau pemberian izin tertentu vang Khusus disediakan dan atau diberikan
oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan:

e e eaaes peraturan
perundang-undangan retribust diwajibkan untuk melakukan pembayaran

retribusi. termasuk pemungul atau pemotong retribusi tertenty

nn. Masa
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nn. Masa Retribugi adal
batas wakty bagi w
tertentu dari

| y srupakan
ah suya jangka waktu tertentu yang '“L”‘P__ 2
e _ z - i O “ = I‘Iﬂ
anb retnibusi untuk memanlaatkan jasa dan perijl

b I e *

Pemerintah Dacrah yang bersangkutan .

00.durat Ketetapan Retribusi Dacrah vang dapat disingkat SKRD adalah

surat— Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribust yang
Icrutang

pp.surat - Pemberitahuan Retribusi Dacrah yang dapat disingkat SPTRD
adalah surat vang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan

perhitungan dan  pembayaran yang terutang menurut - Peraturan
Retribusi;

qq.Surat Tagihan Retribusi Dacrah yang dapat disingkat STRD adalab

surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi
berupa bunga dan atau denda

rr. Surat Sctoran Retribusi Daerah  yang dapat disingkat SSRD adalah
surat yang  digunakan oleh Wajb Retribusi  untuk melakukan
pembayaran atau penyetoran retribusi vang terutang ke Kas Daerah atau
ke tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Walikota

ss. Surat  Ketetapan  Retribusi Dacrah Lebih Bayar  yang  selanjutnya
disingkat SKRDI.B adalah Surat Keputusan vang menentukan  jumlah
kelebihan Pembayaran retribusi karena jumlah  Kkredit retribust lebih
besar daripada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang .

tt, Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang
selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah Surat Keputusan yang menen-
tukan tambahan atau jumlah Retribust Daerah yang telah ditetapkan :

uu. Perhitungan  Retribus Daerah adalah perincian besarnya retribusi yang
harus dibayar oleh Wajib  Retnbust  baik - pokok retribusi,  bunga.
kekurangan pembayaran retribusy,  kelebthan Pembavaran Retribusi
maupun sanksi administrasi .

vv Pembayaran Retribusi Daerah adalah besarnya kewajiban vang harus
dipunu.hi oleh wajib retribusi sesuar dengan SKRD dan STRD ke Kas
Dacrah atau ke tempat lain yang ditunjuk dengan batas waktu yang telah
ditentukan .

ww. Utang Retribusi Daerah adalah sisa utang retribusi atas nama wajib
retribusi yang tercantum pada STRD.SKRDKB atau SKRDKR' r;ing
belum daluwarsa dan retribusi lainnya vang masih lerutang -

BABII.

)
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BAB I
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

. ud dan tujuan ditctapkannya Peraturan Dacerah ini adalah

. ST : - ¥ = lod B3 | d{:n Iall
x,'lu_nh:rﬂ*il“ dasar hukum hﬂgl pu!akﬁanaﬂn pemungutan retribusy agar sesudl =

L;lgnlu;m
\ | Y B 1 N~ . = rl U{ﬂn
\emberikan dasar hukum bagi pengelolaan dan pengawasan pelaksanaan pemung

<ribust agar dapat berjalan lancar dan terkendali:

| | | e .niadi s: satu Sumber
'\ jemberikan dasar hukum bagi pemungutan retribusi agar menjadi salah sat

pendapatan Ash Dacerah (PAD).

BAB Il
NAMA. SUBYEK DAN OBYEK R ETRIBUSI

Pasal 3

dane Keschatan dipungut retribusi bag setiap orang

yenoan nama Retribusi 1zin Di Bl : nee triny A
 Jengn embaharuan izin maupun pendaftaran ulang 17in di

1au badan vang diben 1zin baru. p
Ridane Kesehatan oleh Pemerintah Dacrah

di atau badan yang memperoleh pelayanan 1zin

) Subyek Retribusi adalah orang priba ot i
| Subyek Re ang izin di bidang Keschatan,

baru, pembaharuan 1zin maupun pendaltaran ul

1) Ohvek Retribusi adalah pelayanan perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah di
) Ubyek * 3

tidang kesehatan.

BAB IV

GOLONGAN RETRIBUSI DAN WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 4
D e e e hatan termasuk golongan Retribusi Penzinan Tertentu.
) Retribusi izin di bidang kesehatan termas ERINE

| Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Kota Magelang.

BAB V..
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BAB Vv
CARA MENGUKI

'RTINGKAT PENGGUNAAN JASA
Pasal 5

_ \lenpukur Tingkat pengeunaan jasa dihitung berdasarkan jumlah dan jenis pelayanan

BAB VI

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN BESARNYA TARIF

Pasal 6 :_:1.

11

p dan sasaran dalam penctapan struktur dan besarnya taril retribusy did:ﬁ{irkuﬂ _Pﬂdi}

o ountuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraaan pemberian 1210 d t

: 72 xesehatan. b
BAB VII

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
Pasal 7

wdtur dan besarmva taril retribusi sebagaimana dimaksud Pasal 6 Peraturan Dacrah im

aphan sebagal benkut

Rp. 900.000.- (sembilan ratus nbu
rupiah)

Rp. 850.000.- (delapan ratus hma
puluh nbu rupiah)

Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu
ruptah)

L 12in Rumah Bersalin

* lzin Balai Pengobatan

* lzin Balai Kesehatan Ibu dan Anak

Rp 1.250.000.- (satu juta dua ratus

{ /in A naril .
/in Apotik lima puluh nbu rupiah)

- 650.000.- (enam ratus hhma puluh
2V 18 Rp. 6 . P
N Uptikal ribu rupiah)

¢

“12in Laboratorium Kesehatan Swasta Rp. 650.000.- (enam ratus lima puluh

ribu rupiah)

lzin.. .
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1 Pedagang Lcer: , | o
£ lzin FERARANE Lectan Oba Rp 1.400.000.- (satu juta empat ratus

ribu rupiah)
h 1zin Depot Air Minum [si Ulang Rp. 300 000.- (tiga ratus ribu rupiah)
i lzin Salon Kecantikan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)
] lzin Pemulasaraan jenasah Rp.  100.000.- (seratus ribu rupiah)

¢ 1zin Prakick Bersama Dokiter Umum Rp. 450.000.- (empat ratus lima puluh

ribu rupiah)

| lzin Praktek Bersama Dokter gigi Rp. 450.000,- (empat ratus ima puluh
ribu rupiah)
' m lzin Praktek Bersama Dokter Spesialis Rp. 800.000.- (delapan ratus ribu
| rupiah)
' n lzin Praktek Perorangan Dokter Umum Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah)
o lzin Praktek Perorangan Dokter Gigi Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)
p lzin Prakiek Perorangan Dokter Spesialis ~ Rp. 350.000.- (tiga ratus lima puluh

ribu rupiah)
¢ lzin Praktek Perorangan Bidan Rp. 150.000.- (scratus hma puluh
| ribu rupiah) -

g r. lzin Praktek Perorangan Perawat Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah)
? 5. 1zin Praktek Sementara Dokter Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah)
| | . .
' L Izin Praktek Sementara Dokter gigi Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)
u lzin Kerja Apoteker Rp. 90.000.- (sembilan puluh ribu
rupiah)
v. Izin Kerja Asisten Apoteker Rp. 50.000.- (lma puluh ribu
| rupiah)
- W. lzin Kerja Fisiotheraphist Rp. 50.000,- (hma puluh ribu
rupiah)
X Izin Kerja Refraksionis Optisien Rp. 50.000.- (lima puluh ribu
' rupiah)
¥. Izin Kerja Tekniker (g Rp. 30.000.- (hma puluh ribu
' rupiah)
% 1zin Kerja Tukang Gigi Rp. 350.000.- (hma puluh ribu
| rupiah)
- @ Izin Pengobat tradisional Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh
ribu rupiah )
%. 12in Praktck ahli kecantikan Rp. 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah)
| ce: 121,

10
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o Pelayvanan Ambulance dan [:vakuasi Pasien Rp. 100.000.- (scratus ribu ruptah)

) " "B (YaAr: 3o 5 4 i ; 4
o Pusat Kebugaran Jasmani Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu ruptah)

Pasal 8

peamyd tantretnbust untuk wayib retribusi yang melakukan pendaftaran ulang adalah

- s 0 0 . ' , . ot
chosar S0 % (hma puluh persen) dari besarnva retribusi sebagaimana Jimaksud pada
I'I;-L.'i F"

BAB VI
MASA RETRIBUSLSAAT RETRIBUSI TERUTANG DAN
SURAT PEMBERITAHUAN TERUTANG
Pasal Y

1< retribusi adalah selama 35 (lima) tahun sejak ditetapkannya izin.

Uoentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal terhadap 17in praktek sementara
~oranean dokter umum / dokter gigi adalah selama 6 (cnam) bulan sejak ditetapkannya

21T

ERELITS
‘nersamakan

terutang terjadi pada saal ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang

Pasal 10

w8 '__" = . . B - F " ¥ 1" O 1 ‘- lr u
S Wajib retribusi wajib mengist Surat Pemberitahuan Retribust Daerah (SPTRD)

imaksud avat (1) Pasal i harus dnsi dengan Jelas. Benar dan

PIRD sebagaimana d g i  diisi d
noani oleh Wajib Retribusi atau Kuasanya.

wigkap serta di tandate

IBenuk. Isi dan Tata cara pengisian Seria pengembalian SPTRD di tetapkan oleh
Frontuk, Ist de :

i\ lllL.Hl.'j,
BAB IX

FATA CARA PENETAPAN RETRIBUS

Pasal 1]

o | | _— ‘
“Netapan retnibusi berdasarkan SPTRD der

<12 dipersamakan.

1gan menerbitkan SKRD / Dokumen lain

(2) Dalam
11
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D.il*l”" hull \lfll'{l} “Ll“‘\ (JI]‘#CI'I'LI"II ﬂ]“h “"}.]“h r{clrlhuht n‘.;uhugu”"u"ﬂ I‘I'lt,"-illﬂ}'ilq Iﬂﬂl\ﬂ
I”«Hﬂ”\ﬂﬂ SKRID) klll'ﬂﬂﬂ .';[hu{un_ '

U LY

Bentuk st SKRD sebagaimana di maksud pada ayat (2) Pasal ini ditctapkan olch
l.lihlllkl"'li.l.

Pasal 12

p/2 berdasarkan hasil pemeriksaan di temukan data baru dan atau data yang semula
.~ wrungkap schingga menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terutdng. maka
Jorhan SKRD tambahan,

BAB X
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal |3

Fonuneutan retribusi tidak dapat diborongkan.

‘unbusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XI
SANKSI ADMI NISTRASI

Pasal 14

- . L dak membayar tepal pada waktunya atau Kurang membayar,
7 hal wanb retribust . 07 G A, B sy il
} Lo administrasi berupa denda sebesar 2 % (dua per seratus) setiap bulan dan
“oaran sankst administras g, ‘ o
i llrihu | vang terutang (idak atau Kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan
“d IR 51y o

AN
Y

BAB XII
TATA CARA PEMBAYARAN
Pasal 1>

emb ‘busi dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang di tunjuk sesuai
-. ;{'1 ayaran Llih'm 111 ! denwm mengeunakan SKRD. atau dokumen lain yang
AU vang  dr entuke £

'j'r”“"*iu‘li;ikan_ SKRD Jabatan dan SKRD tambahan

(2) Dalam.
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hal pembavaran di ) | N

ih , Kukan ( lempat lain yang di tunjuk maka hasil penerimaarn
sehagamana datur dalam p. ek - |

S asal 10 Peraturan Dacrah i di setor ke Kas
Ll selambat-lambatnya |«

Ly

24 Jam

omla pembavaran  re . ;
4 pe ctiibusi di lakukan setelah lewat wakiu vang di tentukan

hagalmana di maksud pada ayal (1) Pasal in1. maka dikenakan sankst administras
4 | 'i % . : — i ] g : r
pa bunga sebesar 2 % ( Dua PCT seratus) setiap bulan dengan menerbitkan SKRD.

-—-—-.#'_ e

e

|
Pasal 16
~havaran Retnibust harus di lakukan secara tunai / lunas
sl dalau I}L'ii.lhill }il“[.' IJ'I llillilll\ l]dpdl ”]L‘“E.'Ijl“l\d” kL’PilLLl A\ .I_Hh I‘i,_"'lrihll.hl ll”“ll’;
cangsur retribusi terutang dalam jangka waktu tertentu dengan alasan yang dapat
Certanggung jawabkan,
. cara pembavaran retribusi sebagaimana di maksud pada ayat (2) Pasal i d
~ahan oleh Wahkota
0 hota atau Pejabat yvang di tunjuk dapat mengijinkan kepada Wajib Retnbus untuk
- ~unda pembayaran retnbusi sampai batas waktu yang di tentukan dengan alasan yang
-zt dipertanggung jawabkan. |
f
Pasal 17 F

“up Pembayaran Retribus baik melalur Kas Daerah maupun di tempat lain yang di
-+ harus diberikan tanda buku pembayaran.

' : U penerimaan.
op Pembayaran di catat dalam buku penerima

b Isi Kwalitas ukuran buku dan (anda bukti pembavaran retribust di tetapkan oleh
FosTUR ISR WAL
halikota.

BAB Xl
TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 18

o] can / peringatan / surat lain vang sejents sebagan awal tndakan
I.':_||_'|" ; ;- "l,,] i Il|' .- Hunl e . F ..-.'. L8

g o SHE I-TE? ‘r ribusi dikeluarkan scgerd setelah 7 (tujuh) han sejak jatuh
HLsanaan penaginan C -

SO pembayaran,

1) X L 7 (tujuh) hari sctelah anggal surat teguran’ peringatan/surat lain
SHN jangka wakltu j grviis _ N, .

Jl & L':,s,,' ‘_1 ' b g harus melunast retribusinya yang terutang.

CEokjenis, Wab re - -

(3) Surat. .. ..

13
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. Teeuran scbagaimana dimaksud
L ) :

" ditunjuk.
Ve 'T :

pada ayat (1) Pasal ini dikeluarkan olch Pejabal

Pasal 19

“-L_-I“ﬂ““k |l'|I'|'|“|I|.r }'ﬂ“g dlpt:rgunakan un[uk pu'ukqm]am] Pﬂﬂilgihﬂn I“:Etrlhllﬁl
mana dimaksud Pasal 15 ayat (1) Peraturan Daerah ini ditetapkan olch Walikota.

=
-

BAB X1V
TATA CARA PENGURANGAN,
KERINGANAN DAN PEMBIBASAN RETRIBUSI

Pasal 20

f S . - ....- P _T
“ib Retribust dapat mengajukan Keberatan hanya kepada Walikota atau Pejabat vang
umuk atas SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan.

S a ayi »asal ini harus
.mohonan keberatan sebagaimana dimaksud pad.1+ ayal tlll : ;.;{arl) v
% ¥ T ; F 1 e
ampatkan secara tertulis paling lama 2 (dua) hul..m. hl..'l-.ﬂ\ langga K o
» : 1 kecuali apabila Wapb retribusi dapat menunjukkan
D nuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.

_roan alasan yang jel 1
-2ka waktu itu tidak dapat dipe
. dimaksud pada ayat (1) Pasal ini tidak menunda

' Lenes heratan schagaiman _ = g
- “angajuan Keberatan e relaksanaan penagihan retribusi.

~wapiban membayar retribust dan

ditunjuk dalam
emben kepul

, angka waktu 6 (cnam) bulan s¢jak tanggal
" 'j';kf 11; atau P;'_mh?l ;Tfmb s usan atas keberatan vang diajukan.
74t keberatan diterimic -
ud pada ayal (4) Pasal i telah lewat dan

haiAl 4 dimaks _ . ,
u scbhagaimand ‘mohonan keberatan dianggap dikabulkan.

:- ‘rahila jangka waklt ‘ _
e keputusan, pe

Ldikota tidak memben suatu

BAB XV
AN KELEBIHAN RETRIBUS]

PENG[%P\-’IHAI.I
pasal 21

. 1 an permohonan pengembalian kelebihan pembayaran
“iib retribusi dapat mengajy

“Nbusi kepada Walikota. -
cpa am jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan

S ditunjuk Lelehthan  pembayaran  retribusi

“dhkota atau Pejabat yan 1 pfnﬂcmh;lh;m
ke diterimany a p,._-nnuhulhll ' [’uaﬂl it harus membenkan Keputusan.

% | N ada ayat
Nagaimana dimaksud pada & (3) Apabila

14
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S wahkota udak o memberik: * . bty
I Wall erikan Keputusan. permohonan  pengembalian kelehihan

(bavaran retrtbust dangeap dikabulkan dan SKRDILKB harus diterbitkan dalam
ok W aktu paling lama 1 (satu) bulan

youbila Wanib -rulnhu&ar Mempunyar utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran
[:*HTII’.‘IIHF fnL‘lm__L‘;tlrI‘lili]il dimaksud p;ldal avat (1) Pasal ini Iunﬂﬂung dipr.:rhill.lﬂgkﬂﬂ untuk
unasi terlebih dahulu utang retribusi wersebut

, |-L.;15._~|11|1;1Im|1 pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud avat (1) Pasal ini dilakukan
~ i jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterhitkannya SKRDIB.

. Apabila pengembalian Kelebihan pembavaran retribusi, dilakukan setelah lewal jangka
vk 2 (dua) bulan, Wahkota memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua perseratus)
chulan atas Keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran retribust.

BAB X VI
KEDALUWARSA

Pasal 22

24 untuk melakukan penagihan retnbust, kedaluwarsa setelah melampaur jangka

A 3 (tia) tahun scjak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wanb retribusi

“dlakukan tindak pidana di bidang retribusi.

vdaluwarsa pgnugihun rl.:lribl.lﬁi St‘bﬂgﬂfmﬂﬂﬂ dimaksud pﬂdﬂ ayat (1) Pasal ni

“ngguh apabila :

“Oiterbitkan Surat Teguran, atau

"da pengakuan utang dar Wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung

BAB XVII
KETE NTUAN PIDA NA

Pasal 23

akan kewajibannya schingga merugikan keuangan

.." hH : - . ' ‘I'k-'ln
ctribusi v melaksi -
ibusi vang tidak ling lama 6 (enam) bulan dan atau denda paling

.._r'l'“_ ’ - -
0 diancam prdana kurungan pa :
¥ 1 terutlang
R4 (cmpat) kalr jumlah retribusi teruldng
it . avat (1) Pasal in1 adalah pelanggaran.
K pidang schagaimana dimaksud a) s

lllll

15
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BAB xvIII
PENYIDIKAN

Pasal 24

R Pepeawal Ncguri Hipil lerenty

[ .

| =S dibern
| di hingkungan Pemerintah ILMJ]][- -
Lo enang klm..aua sebagai penyidik untuk meclakukan penyidikan s rIIHHMI:L}SI
pne retnibust sebagaimana dimaksyg d Nomor § “Tahun

L

) alam 1'ndang-undang
Lone Hukum Acara Pidana

e cnang pl.:ll}'li.l'lk ':i'l.:l"l'i.’l.y.-'.liﬂ"li.ll"lﬂ tli"‘l;[kﬁud [‘ill{.lil avat (1) Pasal ini ﬂi[i.lli.ih .

eI "¢ “T0? ’ o al - 1 hl.:rl'\_i:"uﬂn
] menerinial, I'I*n.,lh..]LJ'L Il'ILI‘I}__llI‘.I'!pU”\-.IH dan menchu keterangan atau Llpurdﬂr -
Jengan undak prdana di bidang retribusi agar keterangan alau laporan [ere
nenjadi lengkap dan jelas;

P _I'

. 4 . ) : F i 'I

rln.'l'h.‘l][l. mencan dan ITIL‘TI}__'IIH'IPU”-\'EIH keleranean mengenal orang p[’lhdtll alau hJLL.lT

' - ; a a4 ana

entang Kebenaran perbuatan vang  dilukukan schubungan dengan nndak pidanc
tnbust tersebut;

- memunta Keterangan dan bahan buku dan orang pribadi atau badan sehubungan

dengan tindak prdana di bidang retnbus

nemeriksa buku-buku, catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan nindak

sidana di bidang retnibusi.

melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan. pencatatan

1 dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan  bukti

lersebut:

neminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak

nidana di bidang retribusi:

- memvuruh berhenti. melarang sescorang menimggalkan ruangan atau tempat pada saat
p:mi:anun cedane berlanesung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen
vane dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf ¢

I memotret seseorang yang berkattan dengan tindak pidana retribusi;

- memanggil orang untuk didengar Keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau

el

vaks,

menghentikan penyidikan:

 melakukan tindakan lain vang perlu untuk kelancaran penvidikan tindak pidana di
hidane retnbusi menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

ik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini memberitahukan dimulainva
“Nidikan dan menyampaikan hasil penvidikannva kepada Penuntut Umum. sesuai
“I2an Ketentuan vang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang
“um Acara Pidana.

BAB XIX. .

16
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BAB XI1X
KET ENTUAN PERALIHAN I

Pasal 25

4 Jiberlakukannya Peraturan Daeraly jp; maka lzin di Bidang Keschatan yang sudah

g asih berlaku dan dalam janol | ;i ' agar
Jpap Mds N AM Jangka waktu selambat-lambatnya 2 (dua) tahun ag

P pengajukan izin baru sesuar dengan ketentuan dal

|‘;
w

am Peraturan Dacrah ni.

BAB XX
KETENTUAN PENUTUP

E

.F.

Pasal 26 i
|

o vang belum  diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai  teknis
Lenaannyd diatur lebih lanjut oleh Walikota.

Pasal 27
+ran Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- wpaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
v ini denean penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Magclang.

oy l._

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 23 Desember 2003

WALIKOTA MAGELANG

H. FAHRIYANTO

?‘"ﬁ:jE”Qh;an di Magelang
=13 tanggal 24 Desember 2003

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAGELANG

4
_;"" ——_—-'-l--_\
Ay
Drs./SULAEMAN HASAN

Pembina TK |
NIP 010 171298

".!.'iaf‘“f-"-N DAERAH KOTA MAGELANG
_~N 2003 NOMOR 29
" C No. 5

17
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PENJELASAN |

'\r]r\"i

RANCANGAN PERATURAN pAERAH KOTA MAGELANG

NOMOR 1§ TAHUN 2003

TENTANG |
RETRIBUSLIZIN DI BIDANG KESEHATAN

:ﬂ\.l}ll,.\ﬁ.-\?\' UMUM

Sebagar tindak lanjut dari Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang
onntahan  Dacrah  dan  Peraturan  Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang
I*i'i-'*J'-'-ﬂ‘?*“" Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai dacrah Otonom, mcmbﬂua
chwensi perubahan tugas dan kewenangan yang tadinya ditangani oleh Pcnwr_mtuh
.t dan Pemerintah Propinsi wajib ditangani oleh Pemerintah kota Magelang. sehingga
%;.1-;.*111[11h Kota Magelang perlu segera  mempersiapkan perangkat  peraturan
«ndangan dan hukum untuk dapat melaksanakan tugas dan kewenangan dimaksud.

Disamping itu dengan diterbitkannya Undang-undang Nomor 18 Tuhur_'s 1997
e Pajak Dacrah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-
~me Nomor 34 Tahun 2000 dan dengan adanya Peraturan Pemerintah Nmnnr hﬁ
“fun 2001 lentang Retribusi Dacrah maka Kabupaten/Kota dapat menentukan rctnbum‘
Jin vane disebutkan sccara himitative dalam peraturan 1er5uhu1‘ namun harus se¢suai
- kriteria vang telah ditentukan. Salah satunya adaﬂz_ih dibidang Keschatan vang
] ; au perizinan usaha di bidang keschatan maka perlu

“watan dengan pelayanan dan at L bidang kesel
' Dacrah tentang Retribusi 1zin di Bidang Keschatan

mvusun dan menetapkan Peraturan

"\JELASAN PASAL DEMI PASAL

.:':_._I ] L‘ld 27 A CUkup _iﬂlﬂﬁ.

I8
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